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MOTTO 

 

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah 

hubungan antara kedua saudaramu itu" 

(QS: Al Hujurat ayat 10). 

 

"Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan 

perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" 

(QS: Al Baqarah Ayat 109). 

 

"Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan 

segera menemukan caranya." 

(Vian Nando Wirawan) 
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